
SALINAN

.i,       ?:`

BUPATI JEMBER
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI JEMBER
NOMOR  36  TAHUN 2025

TENTANG

KEDUDURAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RARTAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBER,

Menimbang   : a.   bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang
balk dan berorientasi pada pelayanan publik, diperlukan perangkat
daerah  yang  mampu  melaksanakan  fungsi  pemerintahan  secara
efektif, efisien dan akuntabel berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan
prinsip otonomi daerah;

b.   bahwa   Sekretariat   Dewan   Perwakilan   Rakyat   Daerah   (DPRD)
keberadaan dan  perannya sebagal unsur pelayanan  administratif
dan fasilitasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD  perlu
ditata    secara   proporsional    sesuai    perkembangan    kebutuhan
organisasi,     dinamika     sosial-politik     daerah     serta     aspirasi
masyarakat  untuk  meninghatkan  kualitas  pelayanan  publik  dan
penyelenggaraan pemerintahan daerah ;

c.   bahwa  Peraturan  Bupati  Jember  Nomor  23  Tahun  2023  tentang
Kedudukan,  Susunan  Organisasi,  Tugas  dan  Fungsi  serta  Tata
Kelja  Sekretariat  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  Kabupaten
Jember dipandang sudah tidak sesuai dengan ketentuan sehingga
perlu diganti dengan Peraturan yang baru;

d.   bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana  dimaksud  pada
huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Kedudukan,  Susunan Organisasi, Tugas dan F\ingsi serta
Tata Kelja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Mengingat     :  1.   Pasal    18    ayat    (6)    Undang-Undang    Dasar    Negara    Republik
Indonesia;

2.   Undang-Undang  Nomor   12   Tahun   1950   tentang   Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten di lingkungan Propinsi Jawa Timur

11



-2-

(Berita   Negara   Republik   Indonesia   Tahun    1950    Nomor   41),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun
1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota praja Surabaya dan
Daerah  Tingkat  11  Surabaya  dengan  Mengubah  Undang-Undang
Nomor   12   Tahun   1950   tentang   Pembentukan   Daerah-daerah
Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah,
Jawa  Barat  dan  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun  1965  Nomor  19,  Tambahan  Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3.   Undang-Undang   Nomor   23   Tahun   2014   tentang   Pemerintah
Daerah (Ilembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang  Nomor  9  Tahun  2015  tentang  Perubahan  Kedua  Atas
Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4.   Peraturan  Pemerintah  Nomor  18  Tahun  2016  tentang  Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
114,   Tambahan   I.embaran   Negara   Republik   Indonesia   Nomor
5887),  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Peraturan  Pemerintah
Nomor   72   Tahun   2019   tentang   Perubahan   atas   Peraturan
Pemerintah   Nomor   18  Tahun   2016   tentang  Perangkat  Daerah
(I,embaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2019  Nomor  187,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402) ;

5.   Peraturan  Menteri Dalaln Negeri  Nomor  104 Tahun  2016  tentang
Pedoman   Nomenklatur   Sekretariat   Dewan   Perwakilan   Rakyat
Daerah   Provinsi  dan   Kabupaten/Kota  (Berita  Negara   Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 1910);

6.   Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan F`ungsional (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);

7.   Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran  Daerah
Kabupaten  Jember  Tahun  2016  Nomor  3,  Tambahan  Lembaran
Daerah  Kabupaten  Jember  Nomor  3)  sebagaimana  telah  diubah
beberapa   kali   terakhir   dengan   Peraturan   Daerah   Kabupaten
Jember  Nomor   1   Tahun  2025  tentang  Perubahan  Kedua  atas
Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah (I.embaran Daerah Kabupaten Jember
Tahun  2025  Nomor  1,  Tambahan  Lembaran  Daerah  Kabupaten
Jember Nomor 1);
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MEMUTUSKAN:

Menetapkan    : PERATURAN       BUPATI       TENTANG       KEDUDUKAN,        SUSUNAN
ORGANISASI,      TUGAS      DAN      FUNGSI      SERTA     TATA      KERJA
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1.   Daerah adalah Kabupaten Jember.
2.   Bupati adalah Bupati Jember.
3.   Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Jember.
4.   Dewan   Perwakilan   Rakyat  Daerah  yang  selanjutnya  disingkat

DPRD     adalah     Lembaga    perwakilan     rakyat    daerah    yang
berkedudukan    sebagai    unsur    penyelenggaraan    Pemerintah
Daerah.

5.   Pimpinan DPRD adalah Pimpinan DPRD Pemerintah Daerah.
6.   Sekretariat      DPRD      adalah      Sekretariat      DPRD  pemerintah

Daerah.
7.   Sekretaris DPRD adalah Sekretaris DPRD Pemerintah Daerah.
8.   Kepala  Bagian   adalah   Kepala  Bagian   pada  Sekretariat  DPRD

Pemerintah Daerah.
9.   Kepala  Sub  Bagian  adalah  Kepala  Sub  Bagian  pada  Sekretariat

DPRD Pemerintah Daerah.
10. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi

dan    tugas    berkaitan    dengan    pelayanan    fungsional    yang
berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

11. Pejabat Fungsional adalah Pegawal ASN yang menduduki Jabatan
Fungsional pada instansi pemerintah.

12. Anggaran   Pendapatan   dan   Belanja   Daerah   yang   selanjutnya
disingkat APBD adalah APBD Pemerintah Daerah.

BAB 11

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN 0RGANISASI

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 2

( 1)  Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan administrasi dan
pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD.
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(2)  Sekretariat DPRD  sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  dipimpin
oleh Sekretaris DPRD yang dalam melaksanakan tugasnya secara
teknis   operasional   berada   di   bawah   dan   bertanggungjawab
kepada       Hmpinan       DPRD       d an       secara       admini stratif
bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

(3)  Bagian  dipimpin  oleh  Kepala Bagian yang berada di bawah  dan
bertanggungjawab kepada Sekretaris DPRD.

(4)  Sub  Bagian  dipimpin  oleh  Kepala  Sub  Bagian  yang  berada  di
bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian.

Bagian Kedua

S usunan Organicasi
Pasal 3

( 1)  Susunan Organisasi Sekretariat DPRD, terdiri dari:
a.   Bagian    Umum,    membawahi    Sub    Bagian    Umum    dan

Kepegawaian;
b.   Bagian Program dan Keuangan;
c.   Bagian persidangan dan perundang-Undangan;
d.   Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan; dan
e.   Kelompok Jabatan Fungsional dan pelaksana.

(2)  Kelompok    jabatan    fungsional    dan    pelaksana    sebagaimana
dimaksud pada ayat (1)  huruf e berkedudukan pada tiap bagian
sesuai  dengan  keahlian  dan  keterampilannya  serta  kebutuhan
organisasi.

(3)  Bagan  struktur organisasi  Sekretariat  Dewan  Perwakilan  Rakyat
Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB Ill

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Sekretaris

Pasal 4

( 1)  Sekretariat DPRD mempunyai tugas:
a.   menyelenggarakan administrasi kesekretariatan DPRD;
b.   menyelenggarakan administrasi keanggotaan DPRD;
c.   menyelenggarakan adminitrasi keuangan DPRD;
d.   memfasilitasi rapat dan konsultasi DPRD;
e.   mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD;
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f.    menyediakan  dan  mengoordinasikan  Kelompok  Pakar,   Tim
Ahli DPRD dan Tenaga Ahli F`raksi yang diperlukan oleh DPRD
dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan kebutuhan;

9.   menyediakan kebutuhan rumah tangga DPRD; dan
h.   melaksanakan  tugas  lain yang  diberikan  oleh  Bupati  sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)  Untuk  melaksanakari   tugas  sebagaimana  dimaksud   ayat  (1),

Sekretariat DPRD mempunyai fungsi:
a.   penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
b.   penyelenggaraan administrasi keanggotaan DPRD;
c.   penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
d.   penyelenggaraan  dukungan  pelaksanaan  tugas  dan  fungsi

DPRD;
e.   penghimpunan bahan pelaksanaan program keria dari bagian-

bagian guna penyusunan laporan tahunan;
f.    pengoordinasian  penyusunan  program  dan  penyelenggaraan

tugas-tugas bagian secara terpadu;
9.   pelaksanaan    penyusunan    rencana    keria    dan    program

kegiatan;
h.   penghimpunan    dan    pengoordinasian    penyusunan    data

informasi, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan;
i.    penyelenggaraan   analisa   kebutuhan   barang   dan   analisa

kebutuhan pemeliharaan barang;
j.    pengoordinasian    pengelolaan    dan    pemeliharaan    barang

inventaris   dinas,   inventarisir   barang,   pengamanan   serta
pemanfaatan barang;

k.   pelaksanaan   urusan   administrasi   umum,   penatausahaan
keuangan   dan   barang,   penyelenggaraan   urusan   rumah
tangga, peljalanan dinas dan hubungan masyarakat;

I.    pelaksanaan   penyediaan   dan   pengkoordinasian   Kelompok
Pakar, Tim Ahli DPRD dan Tenaga Ahli Fraksi yang diperlukan
DPRD;

in.  penyediaan pakaian dinas dan atribut DPRD;
n.   fasilitasi cek kesehatan anggota DPRD;
o.   penyusunan  laporan  pertanggungjawaban  atas  pelaksanaan

tugas; dan
p.   pelaksanaan  fungsi  lain  yang  diberikan  oleh  Bupati  sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan.
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Bagian Kedua
Bagian Umum

Pasal 5

(1)  Bagian  Umum  sebagaimana  dimaksud  dalaln  Pasal  3  huruf a,
mempunyai    tugas    melaksanakan    penyelenggaraan    kegiatan
ke tatau sahaan ,        admin i strasi        kepegawaian ,        kearsipan ,
perlengkapan,  pemeliharaan  dan  rumah  tangga serta tugas lain
yang diberikan oleh Sekretaris DPRD sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(2)  Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1),
Bagian Umum mempunyai fungsi meriputi:
a.   penyelenggaraan  urusan  ketatausahaan  Sekretariat  DPRD

yang   meliputi   persuratan,    kearsipan   dan   administrasi
perkantoran lainnya;

b.   pelaksanaan  urusan  rumah  tangga,  keamanan/ketertiban
dan kebersihan kantor;

c.   penyelenggaraan  pengadaan  dan  pemeliharaan  kebutuhan
rumah tangga DPRD;

d.   penyelenggaraan  pengadaan  dan  pemeliharaan  sarana  dan
prasarana DPRD dan Sekretariat DPRD;

e.   penyelenggaraan       pengelolaan       aset       yang       menjadi
tanggungjawab DPRD dan Sekretariat DPRD;

f.    pengelolaan kepegawaian sekretariat DPRD;
9.   pengelolaan administrasi anggota DPRD;
h.   pelaksanaan fasilitasi peningkatan kapasitas anggota DPRD;
i.    penyelenggaraan keprotokolan;
j.    penyediaan fasilitas fraksi anggota DPRD;
k.   pelaksanaan    Standar    Pelayanan    Publik    dan    Standar

Operasional dan Prosedur;
I.    penyusunan laporan pertanggunedawaban atas pelaksanaan

tugas; dan
in.  pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 1
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 6

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 huruf a, mempunyai tugas:
a.   menyiapkan    administrasi    surat   yang    meliputi    penerimaan,

pengiriman dan pendistribusian surat;
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b.   menyiapkan  bahan  penggandaan  naskah  dinas  dan  pengelolaan
kearsipan;

c.   menyiapkan   bahan   penyelenggaraan   rapat,   peljalanan   dinas,
keamanan   dan   kebersihan   serta  pelayanan   kerumahtanggaan
lainnya;

d.   mengatur   dan   memelihara   halaman   dan   taman   dikomplek
Sekretariat DPRD ;

e.   menyiapkan bahan telaahan dan pelayanan informasi;
f.    menyiapkan dan mengoordinasikan penyusunan analisis jabatan

dan analisis beban kelja di lingkungan Sekretariat DPRD;
9.   menyusun     rencana     kebutuhan     barang     dan     kebutuhan

pemeliharaan barang;
h.   melaksanakan     pelayanan     administrasi     dan     melaksanakan

pen gad aan ,             pemeliharaan             d an             pendistribu siam
peralatan / perlengkapan kantor;

i.    melaksanakan     kegiatan     penatausahaan,     pengamanan     dan
perlindungan aset/barang milik daerah;

j.    melaksanakan      pengusulan      seluruh      rencana      kebutuhan
kepegawaian   dan    penyelenggaraan   tata   usaha   kepegawaian
lainnya;

k.   menyediakan,  mengurus,  menyimpan  dan  mengeluarkan  barang
untuk keperluan DPRD dan Sekretariat DPRD;

I.    melaksanakan pemeliharaan sarana, prasarana dan gedung;
in.  melaksanakan pakaian dinas dan atribut DPRD;
n.   melaksanakan mec!i.CCIZ check ttp DPRD;
o.   mengelola layanan administrasi kepegawaian dan pengembangan

kompetensi aparatur di lingkup Sekretariat DPRD;
p.   pelaksanaan  Standar  Pelayanan  Publik dan  Standar Operasional

dan Prosedur;
q.   menyusun laporan  pertanggunedawaban atas pelaksanaan tugas;

dan
r.    melaksanakan   tugas  lain  yang  diberikan   oleh   Kepala  Bagian

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Bagian Program dan Keuangan

Pasal 7

(1)Bagian   Program   dan   Keuangan   sebagaimana  dimaksud   dalam
Pasal     3     huruf    b,     mempunyai    tugas     menyelenggarakan
penyusunan   program,   pengelolaan   keuangan   dan   menyusun
laporan   dan   melaksanakan   tugas   lain   yang   diberikan   oleh
Sekretaris    DPRD    sesuai    ketentuan    peraturan    perundang-
undangan.
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(2)  Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) ,
Bagian Program dan Keuangan mempunyai fungsi meliputi:
a.   mengumpulkan  bahan  dan  mengoordinasikan  penyusunan

perencanaan strategis dan perencanaan tahunan;
b.   melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data

informasi;
c.   mengoordinasikan   pelaksanaan   input   data   pada   sistem

informasi perencanaan dan pelaporan daerah;
d.   mengumpulkan   bahan   dan   pengoordinasian   penyusunan

laporan  kinerja,  1aporan  penyelenggaraan  pemerintahan  dan
laporan  pertanggungjawaban   sesuai  peraturan  perundang-
undangan;

e.   mengoordinasikan  penyusunan  dan  pengumpulan  peljanjian
kinerja;

f.    menyiapkan  bahan  monitoring,  evaluasi  dan  pengendalian
pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran;

9.   menyiapkan bahan dan pengoordinasian penyusunan rencana
anggaran dan rencana perubahan anggaran;

h.   melaksanakan  pengelolaan  anggaran  belanja  langsung  dan
belanja tidak langsung;

i.    mengoordinasikan   pelaksanaan   input   data   pada   sistem
informasi keuangan daerah;

j.    mengoordinasikan penatausahaan keuangan;
k.   melaksanakan   verifikasi   harian   atas   pertanggungjawaban

keuangan;
I.    melaksanakan verifikasi kelengkapan administrasi permintaan

pembayaran;
in.  menyiapkan  bahan  dan  pengcordinasian  rekonsilisasi  data

keuangan  secara  periodik  dengan  Perangkat  Daerah  yang
melaksanakan fungsi penunjang keuangan;

n.   menyiapkan   bahan   monitoring   realisasi   penerimaan   dan
pengeluaran;

o.   mengumpulkan          bahan,          mengoordinasikan          dan
menindaklanj uti laporan hasil pemeriksaan ;

p.   pelaksanaan    Standar    Pelayanan    Publik    dan    Standar
Operasional dan Prosedur;

q.   penyusunan  laporan  pertanggungjawaban  atas  pelaksanaan
tugas; dan

r.    pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD
sesuai ketentuan perundang-undangan.
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Bagian Keempat
Bagian Persidangan dan Peraturan Perundang-Undangan

Pasal 8

( 1)    Bagian persidangan dan perundang-Undangan sebagaimana dimaksud
dalam    Pasal    3    huruf   c,    mempunyai   tugas   menyelenggarakan
dukungan  penyelenggaraan  tugas  dan  fungsi  DPRD  bidang  legislasi
dan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(3)    Untuk  melaksanakan  tugas  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1),
Bagian   Persidangan   dan   Perundang-undangan   mempunyai   fungsi
meliputi:
a.   penyelenggaraan kajian perundang-undangan;
b.   pelaksanaan     fasilitasi     penyusunan     program     pembentukan

Peraturan Daerah ;
c.   pelaksanaan  fasilitasi  penyusunan  Naskah  Akademik  dan  draf

Rancangan Peraturan Daerah inisiatif;
d.   pelaksanaan verifikasi,  evaluasi dan  analisis produk penyusunan

peraturan perundang-undangan ;
e.   pengumpulan bahan penyiapan draf Rancangan Peraturan Daerah

Inisiatif;
f.    pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan persidangan;
9.   penyusun risalah rapat;
h.   pengoordinasian pembahasan Rancangan Peraturan Daerah;
i.    pelaksanaan  verifikasi,  koordinasi  dan  evaluasi  daftar  inventaris

masalah;
j.    pelaksanaan verifikasi, koordinasi dan evaluasi risalah rapat;
k.   penyelenggaraan hubungan masyarakat;
1.    pengelolaan tenaga ahli sesuai kebutuhan DPRD;
in.  penyelenggaraan publikasi;
n.   pelaksanaan  Standar Pelayanan  Publik dan  Standar Operasional

dan Prosedur;
o.   penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas;

dan
p.   pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
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Bagian Kelima
Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan

Pasal 9

(1)    Bagian    Fasilitasi    Penganggaran    dan    Pengawasan,    sebagaimana
dimaksud  dalam  Pasal  3  huruf  d  mempunyai  tugas  memberikan
dukungan    penyelenggaraan    tugas    dan    fungsi    DPRD    bidang
penganggaran  dan  pengawasan  dan  tugas  lain  yang  diberikan  oleh
Sekretaris DPRD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2)    Untuk  melaksanakan  tugas  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1),
Bagian  Fasilitasi  Penganggaran  dan  Pengawasan  mempunyai  fungsi
meliputi :
a.   pelaksanaan       fasilitasi ,       verifikasi,       dan       pengoordinasian

pembahasan  Kebijakan  Umum  APBD  serta  Prioritas  dan  Plafon
Anggaran  Sementara  /  Kebijakan  Umum  Perubahan  APBD  serta
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan;

b.   pelaksanaan       fasilitasi,       verifikasi,       dan       pengoordinasian
Pembahasan APBD/ Perubahan APBD;

c.   pelaksanaan       fasilitasi ,       verifikasi,       dan       pengoordinasian
pembahasan Raperda pertanggung).awaban pelaksanaan APBD;

d.   pelaksanaan       fasilitasi,       verifikasi ,       dan       pengoordinasian
pembahasan laporan semester pertama dan prognosis enam bulan
berikutnya;

e.   pelaksanaan       fasilitasi ,       verifikasi,       dan       pengoordinasian
pembahasan    laporan    keterangan    pertangungjawaban    Kepala
Daerah;

f.    pelaksanaan       fasilitasi,       verifikasi,       dan       pengoordinasian
pembahasan  terhadap  tindak  lanjut  hasil  pemeriksaan  Badan
Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;

9.   pelaksanaan   fasilitasi,   verifikasi,   dan   pengoordinasian   aspirasi
masyarakat;

h.   pelaksanaan   fasilitasi,   pengoordinasian   dan   evaluasi   rumusan
rapat dalam rangka pengawasan;

i.    pelaksanaan fasilitasi, verifikasi, dan pengoordinasian pelaksanaan
penegakan kode etik DPRD;

j.    pelaksanaan  fasilitasi,  verifikasi,  dan  pengoordinasian  dukungan
pengawasan penggunaan anggaran;

k.   pelaksanaan fasilitasi, verifikasi, dan pengoordinasian pengawasan
pelaksanaan kebij akan;

I.    pelaksanaan  Standar  Pelayanan  Publik  dan  Standar  Operasional
dan Prosedur;

in.  penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas;
dan
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n.   pelaksanaan   tugas  lain  yang  diberikan   oleh   Sekretaris   DPRD
sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 10

(1)  Kelompok    Jabatan    Fungsional    memiliki    tugas    melaksanakan
sebagian  kegiatan  Sekretariat  DPRD  dan  memberikan  pelayanan
fungsional  berdasarkan  pada  keahlian  dan  keterampilan  tertentu
sesuai kebutuhan organisasi.

(2)  Kelompok Jabatan  Fungsional  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat
(1),  terdiri  atas  berbagai  jenis  jabatan  fungsional  sesuai  dengan
bidang keahlian dan keteraLmpilan yang diangkat sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(3)  Jumlah Kelompok Jabatan Flingsional sebagaimana dimaksud pada
ayat ( 1) ditentukan berdasarkan kebutuhan organisasi yang didasari
atas analisis jabatan dan beban kerja.

(4)  Tugas, jenis dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana
dimaksud  pada  ayat  (1)  berpedoman  pada  ketentuan  peraturan
perundang-undangan  yang  mengatur  jabatan  fungsional  masing-
masin8.

(5)  Kelompok   Jabatan   Fungsional   dimaksud   pada   ayat   (1),   dalam
melaksanakan tugas pokoknya bertanggung jawab kepada:
a.   untuk jenjang  pertama  atau jenjang  muda  bertanggung jawab

kepada  Kepala  Bagian  atau  Kepala  Sub  Bagian  sesuai  dengan
atasan masing-masing; dan

b.   untuk  jenjang  madya   bertanggung  jawab   kepada   Sekretaris
DPRD.

(6)  Pembinaan terhadap Jabatan Fungsional dilaksanakan oleh instansi
Pembina  sesuai  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  yang
mengatur jabatan fungsional masj ng-masing.

Pasal  1 1

(1)  Dalam   pelaksanaan   tugas,   kelompok  jabatan   fungsional   dapat
bekelja secara individu dan/atau dalam tim kelja untuk mendukung
pencapaian tujuan dan kinelja Sekretariat DPRD.

(2)  Tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
a. ketua tim; dan
b. anggota tim.

(3)  Pejabat Fungsional dapat ditunjuk sebagai ketua tim  sebagaimana
dimaksud   pada  ayat   (2)   huruf  a  yang  ditugaskan   oleh  atasan
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masing-masing,  dengan  memperhatikan  kompetensi  dan  keahlian
sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas.

(4)  Ketua  tim  melaksanakan  mekanisme  koordinasi  dan  pengelolaan
kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya.

BABV
TATA KERJA

Pasal 12

( 1)  Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Sekretaris DPRD, Kepala
Bagian, Kepala Sub Bagian dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib
menerapkan  prinsip  koordinasi,   integrasi  dan  sinkronisasi,   baik
dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi
di   lingkungan   Pemerintah   Daerah   serta   instansi   lain   di   luar
Pemerintah  Daerah  sesuai  dengan  tugas  dan  fungsinya  masing-
masin8.

(2)    Sekretaris  DPRD,   Kepala  Bagian   dan   Kepala  Sub   Bagian  wajib
mengawasi     bawahannya     masing-masing     dan      bila     terjadi
penyimpangan   agar   mengambil    langkah   atau   tindakan   yang
diperlukan.

(3)    Sekretaris DPRD,  Kepala Bagian,  Kepala Sub Bagian dan Kelompok
Jabatan    Fungsional    sesuai    kewenangannya    bertanggungjawab
memimpin  dan  mengkoordinasi  bawahan  atau  tim  kelja  masing-
masing    dan     memberikan     bimbingan     serta     petunjuk     bagi
pelaksanaan tugas bawahan atau anggota tim ken.anya.

(4)    Sekretaris DPRD,  Kepala Bagian,  Kepala Sub Bagian dan Kelompok
Jabatan  Fungsional  wajib  mengikuti  dan  mematuhi  petunjuk  dan
bertanggungjawab       pada      atasannya      masing-masing       serta
menyampaikan   laporan   pelaksanaan   tugas   dan   fungsinya   balk
secara  berkala  atau  sewaktu-waktu,  sesuai  dengan  tenggat waktu
berdasarkan perintah atasan masing-masing.

(5)    Dalam penyampaian laporan, tembusan laporan wajib disampaikan
kepada  satuan  organisasi  lain  yang  secara  fungsional  mempunyai
hubungan kelja.

(6)    Setiap    Bagian    pada    Sekretariat    DPRD,    menyusun    Standar
Operasional dan  Prosedur  pelaksanaan  tugas dan  fungsinya,  yang
ditetapkan oleh Sekretaris DPRD.
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BAB VI
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

DALAM JABATAN
Pasal 13

Sekretaris DPRD,  Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian diangkat dan
diberhentikan   oleh  Bupati  yang  pelaksanaannya  berpedoman   pada
ketentuan peraturan perundang-undangan.

BJno VII
ESELON JABATAN

Pasal 14

(1)    Sekretaris  DPRD  merupakan jabatan  struktural  Eselon  IIb  atau
Jabatari Pimpinan Tinggi Pratama.

(2)    Kepala  Bagian  merupakan  jabatan  struktural  Eselon  IIIa  atau
Jabatan Administrator.

(3)    Kepala Sub Bagian merupakan jabatan struktural Eselon Iva atau
Jabatan Pengawas.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

(1)  Peraturan  Bupati  ini  mulai  dilaksanakan  pada  saat  dilakukan
pengisian     pejabat     sesuai     dengan     Peraturan     Bupati     ini
berdasarkan   ketentuan   peraturan   perundang-undangan   yang
berlaku.

(2)  Pejabat yang saat ini menduduki jabatannya, tetap melaksanakan
tugas dan  fungsinya  sampai  dengan  dilaksanakannya pengisian
jabatan baru berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada  saat  Peraturan  Bupati  ini  mulai  berlaku,   maka  Peraturan
Bupati Jember Nomor 23 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi,  Tugas  dan  Fungsi  Serta  Tata  Kelja  Sekretariat  Dewan
Perwakilan    Rakyat   Daerah    Kabupaten   Jember   (Berita   Daerah
Kabupaten Jember Tahun 2023  Nomor 23),  dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku.
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Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2026.

Agar  setiap  orang  mengetahuinya,  memerintahkan  pengundangan
Peraturan  Bupati  ini  dengan  penempatannya  dalam  Berita  Daerah
Kabupaten Jember.

Ditetapkan di Jember
padatanggal   ;      Desember  2025

BUPATI JEMBER,

ttd

MUHAMMAD FAWAIT

i   §a!inan  `St:?`a>`j.~j,  .i..`;imt.a

Diundangkan di Jember
padatanggal   9       Desember   2025

I).. Sekretaris Daerah

ttd

Akhmad Helmi Luqman i--=fiE
BERITA DAERAII KABUPATEN JEMBER TAHUN 2025 NOMOR 36
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